BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Suatu instansi pemerintahan atau perusahaan bahkan lembaga (khususnya lembaga

pendidikan) baik besar maupun kecil harus menyusun budget atau anggaran sebagai suatu

landasan dalam me Jiatannya. Anggaran

merupakan bagian susun suatu lembaga
guna mencapai tujua

Anggaran adala : | ; sasi yang dinyatakan secara

datang. Anggaran nenjag an gl : A S g direncanakan dalam
anggaran, setelah sug NCE | paran. Penganggaran
merupakan komitmen mane ajc tentang pendapatan,

biaya, dan beragam ¢ uang ar yang akan datang.

Pendapatan Belanja Daerah dalam otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja dengan
mengutamakan upaya pencapaian hasil atau output dari perencanaan atau lokasi biaya atau input
yang ditetapkan. Perubahan tersebut berpegang pada prinsip manajemen keuangan daerah yaitu
akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengadilan. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung



berupa rencana yang diperkirakan untuk satu periode tertentu, beserta susulan, cara-cara
memenuhi penerimaan dan pengeluaran tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negri No.13
Tahun 2006 merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan,dan pelaksanaan anggaran
oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Prinsip-prinsip penganggaran pemerintah diantaranya :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran ':‘::;L? e’ SaﬁrﬂD@E% sedapat menyajikan
informasi yang Qe an, sasa aat yang diperoleh
masyaraka

2. Disiplin A

Pendapatar ur secara rasional

yang dapa al K5 enday sedangkan belanja yang

diharapkanyp ehgeluaran belanja.

3. Keadilan At

Pemerintah -'-mv--v-'- ggunaan a an secara adil agar

dapat dinikm —Kelo adiskriminasi dalam
W)ﬁ% NG

pemberian pelayanan Ka pendapata eran pada hakikatnya diperoleh

melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat
guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaanya dapat dipertanggung

jawabkan, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk



dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk
kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja
Hasil kerja pemerintah harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang

ditetapkan.

TNJVERSITAS AND,
Provin 1713 Bara :

Dinas Pendidi hagaiy L] i‘k' endidikan yang baik dalam

menjalankan tugas ap isu strategis yang
merupakan tuntutan

Pelaksanaan : . danya perencanaan

anggaran yang cuky ai dengan anggaran

yang telah direncans i 3 : 3 alamiBelaksanaan Anggaran
Barang dan Jasa sangai arik untuk membahas
tentang bagaimana pro eflaksananya anggaran

tersebut.

1.2 RUMUSAN |v|

Adapun rumusan masalah dalam pls?an aporan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan anggaran barang dan jasa pada
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat?

1.3 TUJUAN PENULISAN



Adapun tujuan dalam penulisan laporan ini adalah :

1.

Untuk mengetahui mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan anggaran
barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
Untuk mempraktikan ilmu teori yang di dapat dari perkuliahan lapangan

(Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara

enyelesaikan studi

akultas Ekonomi

berkualitas dalam menghadapi persaingan di dunia kerja pada masa yang

akan datang.

Manfaat magang bagi universitas adalah :

1. Menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan keahlian professional

yang dapat bersaing dalam dunia kerja.



2. Menjalin kerjasama serta hubungan baik antar kependidikan dengan instansi
pemerintah.
Manfaat magang dari instansi pemerintah adalah :
1. Menyediakan fasilitas dan mendukung progam pendidikan di Indonesia.
2. Menjalin hubungan baik antar dunia pendidikan dengan instansi pemerintah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
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BAB Il LANDAS

Pada bak Derupa pengertian

anggaran, anggaran belanja
daerah, la

BAB 111 GAMBAE
Pada bab™ berdirinya Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera rgt, VISI misi dan nilai dasar, tujuan, sasaran,
strategi dan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dari Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai mekanisme pembayaran dalam

pelaksanaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Povinsi Sumatera Barat.



BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
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